[ SALINAN ]

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN
2013 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan

efektivitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi
Tengah perlu memperhatikan perkembangan kondisi
Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa dengan adanya perkembangan kondisi dan
penyesuaian ketentuan peraturan perundang-
undangan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2013 tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Undata
Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor
71 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Remunerasi
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2013
tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi
Tengah;



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat [ Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor
97);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 56 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 274), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Remunerasi
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 428) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 7
dihapus, ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) diubah, serta
di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dihapus.

(2) Pemberian insentif jasa pelayanan yang diberikan
kepada pegawai BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sebesar 40% (empat puluh persen)
dari pendapatan BLUD.

(2a)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pendapatan yang berasal dari jasa
pelayanan.

(3) Dihapus.

(4) Pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. insentif jasa langsung dibagikan untuk medis,
perawat/setara dan pegawai administrasi; dan

b. insentif jasa tidak langsung dibagikan untuk
seluruh karyawan RSUD.

(5) Pemberian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
indikator penilaian :

hasil/capaian kinerja;

pengalaman dan masa kerja

keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

resiko kerja;

tingkat kegawatdaruratan; dan

jabatan yang disandang.

(6) Dihapus.

(7) Rincian dan besaran pemberian insentif jasa
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
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2. Ketentuan Lampiran dihapus.

Pasal II

Peraturan  Gubernur ini berlaku pada  tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd
DERRY B. DUANGGOLA
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 448

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004




